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PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMEKSEKT],

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang
tidak sesuai dengan rencana anggaran Yyang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6301);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6575);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632 1);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Peurbahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
243) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran; Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252);
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Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1083);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka
Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
dalam Mendukung Swasembada Pangan;

Surat Dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor
142/PDP.04.01/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
dalam Mendukung Swasembada Pangan;

Surat Dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.3.3.3/1800/BPD tanggal 5 Mei 2025 tentang
Penyampaian Pembaharuan Aplikasi SISKEUDES versi
2.0.7 Rilis 2;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/108
Tahun 2025 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan
Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 136);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor & Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 162);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
170);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
184);

Perzlturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 202);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Besaran Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor
11);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 133);
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43. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor
48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor
17);

44. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 Nomor 66);

45, Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 400.10/1648 Tahun
2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

46. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Gemeksekti (Lembaran
Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 9);

47. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa “GEMILANG SAKTI”
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 7);

48. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti Tahun 2025
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2024 Nomor 2);

49. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Gemeksekti Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Gemeksekti Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Desa Gemeksekti Pada Badan Usaha
Milik Desa Bintang Terang (Lembaran Desa Gemeksekti

Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI
Dan
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN :
. PERATURAN DESA GEMEKSEKTI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2025.

Menetapkan
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemeksekti Tahun
Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.102.490.300,- (Satu
milyar seratus dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga
ratus rupiah) bertambah/ berkurang menjadi sejumlah Rp.
1.305.940.300,- (Satu milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus
empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa :

a. Semula Rp. 1.905.985.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.621.000
Jumlah pendapatan setelah Rp. 1.924.606.000
perubahan

2. Belanja Desa :

a. Semula Rp. 2.090.682.448

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (239.536.129)
Jumlah belanja setelah Rp. 1.851.146.319
perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Rp. 73.459.681
perubahan

3. Pembiayaan Desa :
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 184.697.448

b.  Bertambah/(berkurang) Rp. 498.271
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 185.195.719
perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 0
b.  Bertambah/(berkurang) Rp. 258.655.400
Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 258.655.400

perubahan

Selisih pembiayaan/

pembiayaan netto setelah Rp. (73.459.681)
perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0

Anggaran setelah perubahan

Paszal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.
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Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Gemeksekti.

Ditetapkan di Gemeksekti
ppg:d(?{anggal 18 September 2025
KER '\DESA GEMEKSEKTI,

A
BRAL
A
[

Diundangkan di Gemeksekti
pada tanggal 10 September 2025
SEKRETARIS

INXAGUSTINA
LEMBARAN DESA GEMEKSEKTI KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR

6
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